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Abstrak: Ketidakjelasan dalam kasus dispensasi kawin, masyarakat berbondong-bondong mengajukan permohonan, 

karena tidak menjelaskan keadaan yang dapat dianggap mendesak dan usia minimal anak yang dapat memperoleh 

dispensasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya 

Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan. Metode Penelitian normatif melihat konsep hukum dan undang-undang. Hasil penelitian 

bahwa batas usia minimal pernikahan dan persyaratan untuk dispensasi harus dipertimbangkan secara menyeluruh 

dalam melindungi hak anak dan memastikan pertumbuhannya. Alasan mendesak untuk dispensasi juga harus 

dipertimbangkan secara menyeluruh, dan keputusan pengadilan harus berpusat pada kepentingan terbaik anak.  

Kesimpulan dari penelitian bahwa Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan harus menghormati hak-hak anak untuk tumbuh 

kembang dan merupakan opsi terakhir. Dalam kebanyakan kasus, diberikan untuk menghindari perzinahan atau untuk 

mencegah calon mempelai hamil sebelum nikah. 

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Alasan mendesak, Perkawinan  

 

Abstract: The ambiguity in cases of marriage dispensation has led to a situation where 

people are flocking to apply for dispensations given that the specifics of what 

circumstances can be considered urgent and the minimum age of children who can obtain 

a dispensation. The purpose of this research is to determine the urgent reasons for 

applying for a dispensation for marriage under the enactment of Article 7 Paragraph 2 of 

the Marriage Law. The normative research method examines Laws and legal theories. The 

findings of this study show that the minimum age for marriage and the requirements for 

dispensation must be thoroughly considered to protect children's rights and ensure their 

development. Urgent reasons for dispensation must also be comprehensively considered, 

and court decisions should focus in the child's best interests. The conclusion of this 

research is that The marital legislation's Article 7 Paragraph (2) should be used as a last 

option and respect the child's right to development. In most cases, dispensations are 

granted to avoid fornication or to prevent the bride-to-be from becoming pregnant before 

marriage. 
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Pendahuluan 

Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. 

Orang memiliki akal, kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, dan kemampuan 

untuk berinteraksi secara sosial dan individualis. Mereka juga memiliki nafsu dan 

keinginan untuk mencapai tujuan, yang memungkinkan mereka menjadi individu yang 

berkarakter dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan manusia untuk menikah 

adalah untuk melanjutkan regenerasi keluarga. 

Pasangan di Indonesia harus memenuhi beberapa peraturan administratif dan 

subtantif untuk menikah. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga pihak yang terlibat 

dalam perkawinan dan menggapai tujuan, untuk membentuk keluarga Bahagia yang 

didasarkan pada Tuhan YME. (Imron 2011, hal.69)  

` UU Perkawinan telah diubah oleh dua undang-undang: Pasal 7 Ayat (2) dalam UU 

Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Syarat-syarat 

perkawinan diubah oleh undang-undang ini. Karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain, 

perkawinan adalah tindakan yang sangat mendesak. "Bukti pendukung yang cukup" terdiri 

dari surat keterangan yang menunjukkan umur pasangan tidak melebihi batas yang 

ditetapkan secara hukum dan surat. 

Berdasarkan Naskah Akademik mengubah batas usia perkawinan wanita sebagai 

hak asasi manusia. Pasal 27 (1) UU 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki status 

hukum yang sama.  Selain itu, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan peluang 

untuk menempuh jenjang pendidikan dan menurunkan risiko kematian ibu hamil dan bayi. 

Maka, batas usia wanita yang dapat menikah telah berubah. 

Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, keadaan sebagai alasan mendesak tidak 

dijelaskan. Selain itu, aturan tersebut tidak menetapkan usia minimal anak yang dapat 

dikawinkan. Banyak orang meminta dispensasi kawin karena ketidakjelasan ini. Perman 

Nomor 5 Tahun 2019 tidak menjelaskan alasan mengapa ini diperlukan. Fasa ini tidak 

terbatas pada anak-anak yang belum menikah; itu juga dapat digunakan untuk orang-orang 

yang menghadapi masalah ekonomi, risiko zina, atau masalah lain yang membuat 

masyarakat memberikan dispensasi kawin.   

Fokus penelitian ini bahwa bagaimanakah Interpretasi Penafsiran Hukum terhadap 

alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU 

Nomor 16 Tahun 2019? 

Metode 

Penelitian normatif perundang-undangan dan konseptual. Hukum primer, 

sekunder, dan tersier sebagai sumber. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan 

bahan hukum. (Achmad 2009) 
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Hasil dan Pembahasan 

Interpretasi Penafsiran Hukum Terhadap Alasan Mendesak Dalam Pengajuan 

Dispensasi Kawin Dari Berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan 

Pemerintah dan negara di Indonesia menetapkan usia minimal untuk menikah 

karena negara yang melindungi dan menjaga harga diri perempuan. Pasal 7 Ayat (1) UU 

Perkawinan bahwa perkawinan dapat dilakukan bila kedua pasangan telah mencapai usia 

19 tahun. Namun, beberapa komunitas masih ingin melangsungkan perkawinan meskipun 

calon mempelai masih terlalu muda, karena mereka berhak untuk meminta persetujuan 

pengadilan untuk melanjutkan perkawinan karena alasan tertentu yang berkaitan dengan 

keadaan mereka saat ini. 

Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memberikan dispensasi kawin agar 

perkawinan dapat dilakukan sebelum kelahiran anak, seperti yang terjadi dalam beberapa 

kasus ketika dispensasi kawin diberikan dengan alasan untuk mencegah pasangan yang 

telah menikah untuk hamil di luar nikah. Untuk mendapatkan dispensasi kawin, persiapan 

fisik, sosial, dan mental diperlukan. Namun, UU perkawinan menetapkan umur minimal 

19 tahun, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa umur 18 tahun, 

keduanya merupakan alasan yang mendesak untuk mengabaikan tumbuh kembang anak. 

Dalam dispensasi kawin terkait anak yang belum mencapai umur 19 tahun, ada 

konsekuensi psikis, ekonomi, dan sosial. Namun, dari sudut pandang sosial, mereka harus 

memiliki pilihan lain dan tidak membutuhkan alasan yang mendesak; dari sudut pandang 

ekonomi, mereka harus memiliki pendapatan dan masih bisa dibantu oleh orang tua; dan 

dari sudut pandang psikis, mereka akan mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, 

seperti kesehatan janin; mereka belum siap untuk menjadi orang tua, ketika hakim 

memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin, mereka harus mempertimbangkan 

pertumbuhan anak daripada alasan perzinaan.  

Menurut UU Perkawinan, Perkawinan dibawah umur memberikan dampak buruk pada 

perkembangan anak dan menghambat hak sipil, kesehatan, pendidikan, hak sosial, dan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 26 huruf C UU 

Perlindungan anak menyatakan jika orang tua tidak boleh menikahkan saat anak masih 

kecil kecuali mereka hamil di luar nikah. 

Penulis berpendapat bahwa undang-undang yang menetapkan batas usia minimum 

untuk pernikahan dan ketentuan dispensasi dibuat untuk melindungi hak anak dan 

membantu mereka berkembang. Mereka juga berpendapat bahwa alasan mendesak untuk 

dispensasi juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh, dan keputusan pengadilan 

harus berfokus pada kepentingan terbaik anak daripada hanya mencegah perzinahan. Ini 

sejalan dengan tujuan UU Perkawinan, yang melindungi anak dari efek negatif pernikahan 

terlalu dini. 
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Kesimpulan 

 

Didasarkan pada hasil analisis, disimpulkan bahwa Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan 

bahwa hak anak dalam berkembang harus dihormati dan perkawinan dilakukan karena 

tidak ada pilihan lain. Dispensasi biasanya diberikan untuk mencegah perzinahan atau 

mencegah calon mempelai hamil sebelum nikah. Pengadilan, bagaimanapun, harus 

mempertimbangkan keadaan sosial, keuangan, dan mental calon mempelai, dengan 

penekanan khusus pada perkembangan anak. Tumbuh kembang anak juga diatur dalam 

UU Perlindungan anak. 
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